BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan analisis di dcpan, maka sebagai jawaban atas
permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut : pengarusutamaan pengadilan dalam penyelesaian perkara
aborsi terkait dengan hak asasi manusia diwujudkan dalam kemandirian hakim
memutus perkara aborsi yang diteliti dengan menggunakan Pasal 346 KUHP
berupa pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dalam masa percobaan selama 2
( dua ) tahun. Putusan ini memenuhi rasa keadiian masyarakat khususnya dari
segi hak asasi manusia, dimana dalam pemikiran kritis dan konstruktif
diketahui bahwa aborsi dilakukan sebagai pembenaran atas alasan irrasional
akibat hubungan di luar nikah sehingga sangat bertentangan dengan kaidah
hukum yang berlaku dan hak asasi janin, oleh karena itu wajar jikalau pelaku
diadili dan dihukum berdasarkan Pasal 346 KUHP yang dituduhkan
kepadanya.

B. Saran
Bagi hakim, hendaknya dalam memutus perkara aborsi tetap memperhatikan
hak hidup janin sebagai perwujudan dalam penegakan hak asasi manusia

sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
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